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PUTUSAN
Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Kdg
pasl Gl A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah
menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga
Kontrak pada PT XXXXX, Pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir XXXXX, Pekerjaan lbu rumah tangga,
Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober
2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, dengan Nomor
376/Pdt.G/2022/PA.Kdg, tanggal 17 Oktober 2022, dengan

mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;
1. BahwaPemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal
13 Oktober 2013 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX

tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanah Bangkang
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama
kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan Termohon kembali pindah ke
rumah kontrakan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten
Tapin selama kurang lebih 2 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bitahan Kecamatan
Lokpaikat Kabupaten Tapin selama kurang lebih 2 tahun dan selama
pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak
yang bernama XXXXX, lahir tanggal 03 September 2016;

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2018 mulai terjadi
pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon
disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan
perempuan lain tanpa bukti yang jelas, yang mana pekerjaan
Pemohon sebagai driver (sopir) di salah satu pertambangan batubara,
misalnya ketika Pemohon terlambat pulang ke rumah Termohon malah
tidak menghiraukan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah
memberitahu Termohon melalui telepon penyebab Pemohon terlambat
pulang ke rumah;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada
bulan Maret 2020 disebabkan ketika Pemohon menjual kendaraan
dikarenakan kendaraan tersebut telah terbakar, kemudian uang hasil
menjual kendaraan tersebut disimpan Pemohon di rumah untuk
membeli kendaraan yang baru, namun setelah Pemohon ingin
mengambil uang tersebut ternyata uang tersebut telah hilang.
Kemudian Pemohon menanyakannya kepada Termohon, namun
Termohon mengatakan tidak tahu, padahal di rumah tersebut hanya
ada Termohon dan orang tua Termohon, sehingga terjadi saling
menuduh antara Pemohon dan Termohon dan terjadilah pertengkaran

dan perselisihan. Kemudian Pemohon mentalak Termohon yang
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disaksikan oleh ayah kandung Pemohon dan Ketua RT Kelurahan
Bitahan Kecamatan Lokpaikat. Saat ini Termohon sudah kawin lagi
dengan laki-laki lain dan bertempat tinggal di rumah Termohon
sebagaimana alamat tersebut di atas dan Pemohon bertempat tinggal
di rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai
dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan
Pemohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu
Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Kandangan;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di
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dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan
surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 04 November

2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan

Selatan;

B. Saksi:

1. Saksi |, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan
Diploma Ill, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya Saksi
memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri

yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama terakhir di Kabupaten Tapin;

- BahwaPemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun, namun sekarang Penggugatdan Tergugattelah
berpisah tempattinggal;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan
sekarang tinggal di kediaman Termohon hingga sekarang telah
berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik
lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan
Termohon;

2. Saksi ll, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya Saksi memberikan
keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang sah;

- Bahwa yang Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tapin;

- BahwaPemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwayang Saksitahu keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun, namun sekarang Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempattinggal;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa yang Saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon dan sekarang tinggal di kediaman Termohon hingga

sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun kurang lebih;
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- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang
baik lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan
Termohon;

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulannya secara lisan
sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk
tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam
pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk
menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1
huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan
pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke
persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di
muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang
pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;
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Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)

yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon
dan Termohon telah melangsungkan perkawinan padatanggal 13 Oktober
2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti Pemohon
dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri
sah, sehingga Pemohon telah mempunyai legal standing dalam
mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk
bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154
ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus
diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin
3 telah mohon kepada Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan

Pemohon dalam posita permohonannya,;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah
Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu
bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya
keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara
putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon
mengenai telah berpisahnya antara Pemohon dan Termohon adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2013 atau bertepatan
dengan 13 Dzulhijah 1434 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 04 November
2020;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun, namun sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempattinggal;
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- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon

tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Hakim
berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua)
tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan
sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwatidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat
disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk
mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi
mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam

Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

Jaa g Ll ) il Ll g3) aSadd) Cpa asd B3I o) AT (e g
OISED a gl oy W el (B () daa g Baga aiy
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Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam
rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam
keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih
banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap
dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah
tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada
bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan
batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah
perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan
perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada
manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa
untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaagan
Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk
memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu
pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebuttelah memenuhi Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi
norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fighiyyah dan diambil
alih oleh Hakim sebagai landasan hukum berbunyi:

gllad) Gila o atba d Lial) ads
Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada

mengharap kemashlahatan”
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Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu mengetengahkan
Firman Allah SWT dalam surah Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi
sebagai berikut:

e ga A 8 (Ul ) ga 3o g

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak
(istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian
sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan
Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan
memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan

Agama Kandangan;
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4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh
Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa
perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Kdg dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018
Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri,
S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 125.000,00
4. PNBP Panggilan Rp  20.000,00
5. Redaksi Rp  10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
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Jumlah Rp 270.000,00
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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